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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG
REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang berkualitas
dan menjaga sumber daya manusia yang produktif, serta
meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia sesuai
ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah telah
menentukan Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2021
tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan
Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

b. bahwa sehubungan adanya penyetaraan jabatan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka Peraturan
Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
ditinjau kembali dan dilakukan penyesuain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 120 Tahun 2021 tentang Remunerasi bagi Pejabat
Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5063) sebagaimana telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5072) sebagaimana telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);

Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461.0Ortala/2009
tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA,
PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PENUH.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022
Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Pejabat pengelola dan pegawai pada RSUD dr. Slamet Garut diberikan
remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

Pemimpin yaitu Direktur;
Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Direktur Keuangan, termasuk Pejabat
Administrator dan Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan; dan

Pejabat Teknis, yaitu Wakil Direktur Umum dan Wakil Direktur Pelayanan,
termasuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional
yang diberi tugas tambahan.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh pegawai
yang bekerja pada RSUD dr. Slamet Garut dalam rangka mendukung kinerja
RSUD, yang terdiri atas:

a.
b.

C.

PNS;
PPPK;

pegawai lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b yang diangkat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain pegawai BLUD dan/atau pegawai
outsourcing/alih daya.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan PNS yang
menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 1 - 2022
BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 6



